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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAE RAH KHUSUS

IBUKQOTA JAKARTA
NOMOR 132 Taun 2010

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN DAN PERUNTUKAN BIDANG TANAH
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUR
TRACE JALAN TEMBUS PENGGILINGAN ToL CACNG StiAJAR
TEGANGAN TINGGIKCLURAHAN PENGGILINGAN, KECAMA TAN CAKUNG,

Menimbang

Meangingat

KOTA ADMINISTRASI| JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TURHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

A bahwa unluk kelancaran lalu bntas dalam rangka menunjang kegiatan

ekonomt, sosial dn kegiatan |ainnya d Provinsi Daerah Khusus ibukota
Jakarla, perlu adanya pengembangan prasarana secam ferarah, antaa
lain dengan pembangunand peleharan Jalan,

. bahwa berdasarkan Pertirmbangan sebagaimana dimaksud pada hunif a,

pertt menetapkan Pergturan Gubertiur tenlang Penguasaan Perenc anpan
tan Peruntukan Bidang Tanzh bag Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum Trace Jalan Termbus Penggilihgan Tol Cacing Sejujar

Tegangan Tigal Keluraban  Penggllingan, Kecamatan Cakung, Kotz
Administrasi Jakarta Timur:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1460 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agrana;

- Undang-Undang Nomor &1 Pip Tahun 1960 temang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atay Kuasanya;

3Undarg-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang Pembenlukan

Peraturan Perundang -undangan;

Undang-Undang Momor 3 Tahun 2004 tentang Pemenintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir dengan  Undang-
lindang Momor 12 Tahun 20403;

Undang-lindang Nomor 2} Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provins
Daerah Khusus lbukola Jakarta sebagal lbukota Negara Kesatuan
Republk Indonosia;



tlenetapkan

6. Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2003 tenlang Pengadaan Tanah
bagl  Pelaksanaan Pembangunan  unluk Kepentingan Umum
sebagarmana lelsh diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun A6,

7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007
tentong Hotentuan Pelaksanaaon Pealuran Presiden Momar 36 Tahun 2006
teniang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan  untuk
Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraiuran
Presiden Nomor €5 Tahun 2006 tentang Perubaban atas Peraturan
Presiden MNomor 36 Tahun 2005 tenfang Pengadaan Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

8. Peraluran Daerah Momor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam
Wilayah Daerab Khusus Ibukotg Jakarta:

SPeraturan Daerah Nomor 6 Tahun )99 tentang Rencana Tata Rusng
Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jzkarta:

0. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 lenlang Crganisasi Perangkat
Dagrah;

ME MLITUSKAN |

PERATURAN GUBERMUR TENTAN{S PENGUASAAN PERENCANAAN DRN
PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGH FPELAKSANAAN PEMBANCGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JaLAN TEMBUS PENGGILINGAN
TOL CACING SEJAJAR TEGANGAN TINGGI KELURAHAN PENGGILINGAN,
KECAMATAMN CAKUNG . KOTA ADMINISIRAS JAKARTA TIMUR

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan don Peruntukan Bidang Tanah bagi Pelakssanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum Troee Jalan Tembus Pengglingan
Td Caang Sejajar Tegangan Tingg Kelur:han Penggllingan, Kecamatan
Cakung, Kola Administras) Jakada Timur, dengan lebar 18 m jdetanan
belas meter] serta beberapa pelebaran pada tempat-teinpal tedentu
sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis wama biru lebal pads peta
sibuasr skislal | 1000 terdin dan 1 (satu) lembar, dengan Nomor Pemenksaan
256/T/PPSK/DTRA/09 dibuat sebanyak 2 (dua) set vang aslinya disimpan
d Bro Umumn Sekretariat Daerah Provinst Daerah Khusus bukota Jakaita

Fasal 2

Perguassan  Perencanaan dan Peruntukan Bidang Tanah sebagaimanz
dimaksud dabhm Pasa 1, merupakan dasa bag Dinas Pekenaan Umum
Provinst DKl Jakarta unluk membebaskan/mengosongkan  dan
mengamankan tanafvlokasi yang digunakan, bak langsung maupun lidak
langsung Lntuk pelaksanasn pembangunan.



Dundangkan < Jakarta /

pada tanggal 24

Pxsal 3

Peraturan Gubernur i bedaku untuk jangka wakiu selama 1 (sat) tahun

den akan ditinjau kembal apabila pelaksanaan pembangunan  belum
selesal dan jangka wakiu sudah tedampau

Pasal 4

Sekrefans  Daerah  Provinsi Daerah Khusus  lbukota  Jakarta agar

mengooidinasikan pelaksanaan lebih lanjul Peraturan Gubernur i dengan
nstansi terkai.

Pasal &
Peraturan Gubemur ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Aga  seliap arang mengetahuinys, memennlahkan  pengundangan
Peraturan Gubemur ni dengan penempatannya dalam Berta Daerah
Provinsi Daerah Khusus Jhukota Jakarta,

Ditelapkan ¢ Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2010

GLBERNUR PROWINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

9

/

pl & 2010

SEKRE TARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

T

MUHA YAT
NIF 050012362

BLRITA DAERAH PROVING DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2ric

MOMOR !38
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PERA TURAN GUBERNUR PROVINSY DAE RAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA

NOMOR 131 TAHUN 2010
TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN PERUNTUKAN BOANG TANAH UNTUK  PELAKSANAAN
PERBANGUNAN TRACE BANIR KANAL. TIMUR DAN FASILITASNYA DARI Kall
CIPINANG SANPAL DENG AN LAUT JAWA, MELALLY KELURAHAN CIPINANG BESAR
SELATAN, KELURAHAN CIPINANG MUARA. KECAMATAN JATINEGARA. KELURAHAN
PONDOK BAMBU KELURAHAN DUREN SAWIT. KELURAHAN PONDOK  KELAPA,
KELURAHAN MALAKA SARI KELURAHAN MALAKA JAYA KELURAHAN PONDOW KOPY,
KECAMATAN DUREN SawWrT, KELURANHAN PULO GEBANG, KELURAHAN UNUNG
MENTENG, KELURAHAN CAKLUING TIMUR KECAMA TAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI
JAKART A TIWVUR Dati KELURAHAN ROROTAN, KELURAHAN M ARUNDA KECAMATAN
CHINCING, KOTA ADMINISTRAS] JAKARTA UTARA,

CEMGAN RARIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Merimbang a  pahwa berdasarkan Instruks: Gubemwr Nomor 87 Tshun 200
tenlang PemberBkuar Kepulusan Gubemur entang Penguasaa
Penuntukan Bidang Tanah unhik Pelaksanaan Pembanguran bz
Kopentingan Umum, Keputusan Gubernur Nomaor 35042003 tenta
Penguasaan  Perencanaan Budang Vanah unibk  Pelaksana
Pentangusan Trace Banpr Kanai Tmur dan Fasiitasnya dan F
Cipinang sampat dengan Laul Jawa, Kota Acmnstas Jake
Timur da Kol Administrasi Jakarta Wara masa berakunya sar
dengan Tabun Angoaran 2009;

b bahwa dalam  rangka  penataan  siStem  pengendaban b
pengelolaan drainase kota dan kawasan Sungal o Provinsd Da
Khusus (bukata Jakarla, perlu adanya pengaturan kembah meny
pengaran yang terarall antara tan dengan pembiingunan
ranal Timur dan facilitasnya;

c.  bohwa berdasarkar perarbangan sebagaimana  dimaksud
huswl' A dan hurdf b, periu menetapkan Peraturan Gubernur te
Fenguseaian PerencanaanPeruniukan Bidang Tanah untuk Pelak:
Pembangunan Trace Banp Kanal Timur dan Fasililasnya d
Cipinang sampal dengan Laut Jawa Melau Kelwahan Cipinang



